
P I - R A H J R A N DAt^KAM 
K A i U i i ' M I - N K O T i ; NDAU 

NOMOK 25 T A H U N 2004 

TENTANG 

Ur iK IB l iS I !ZI.\K 

OKNGAN R A I I M A T T U H A N YANG MAHA ESA 

B U P A T I R O T E NDAO 

r^ahwa dengan berlakunya U n d a n g - u n d a n g Nomor 22 Tahun 1999 
•entang Pemenntaahan Daerah. maka Daerah di berl Kewenangan 
^ntuk mengurus dan mengatur Daerahnya Sendiri; 
•^a^v/a dengan di tetapkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun 
. 0 0 0 tentang perubahan atas Undang - undang Ncmor ^6 Tahun 
"997 tentang Pajak Daerah dan Retnbusi Daerah maka Perc-uran 
' laerar- yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Reiribusi 
' vie^an harus sesuai dengan IJndang - undang dimaksud 

d'-.-.ci Retr.bus! Izn^ Tniyck m^rupakan saiah satu Pendaoatan 
.ang oentmg guna membtayai Penyelenggaraan Pemertntahan 
Oaerah dan Pembangunan untuk mementapkan Otonomi Daerah 
yang luas. nyata dan beaanggung jawab. 

bahwa sehubungan dengan hal te' 'sebu: pada huruf a. b dan c di 
atas. maka pertu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote 
Ndao tentang Retribusi Izin Trayek 

Undang - undang Nomor 49 Tai'un 1960 tentang Panitia Urusan 
Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156. Tamgahan 
Lembaran Negara Nomor 2104); 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran 
Nomor 2861), 

Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan 
Angkutan Ja lan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3480); 

Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan 
Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4 1 , Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 

Undang - undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepotisian Negara 
Repoblik Inclonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710), 

I 



6. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara lahun 1999 Nomor 60 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839) ; 

7. Undang - UndaciQ Nomor 25 Tahun 1999 tentang Per imbangan 
Keuangan auiara Pemer'\niaU Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3848 ); 

8. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur 
(Tambahan Lembaran Negara Tahun 20Q2 Nomor 22 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4184) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pe laksanaan 
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aca ra 
P\6ana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan 

' Lembaran Negara Nomor 33258) ; 

10 Pera\u\-ar) Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang penyerahan 
sebagian Urusan Pemerintah daiam bidang Lalu Lintas Angkutan Ja lan 
kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 
Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ; 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 
Ja lan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3527) ; 

12. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( 
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952 ); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 
tentang Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

14. Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 84 Tahun 1993 tentang 
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan. 

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1993 
tentang Penye lenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan 
umum jO Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 1996 
tentang penyempurnaan Surat Keputusan Menten Perhubungan 
Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Orang di ja lan dengan kendaraan umum; 

16 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyidik Pegawa i Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, 

17 Keputusan Menteri Dalam Negen Nomor 171 Tahun 1997 tentang 
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan 
Retr ibusi Daerah; 

18, Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Ta ta C a r a Pemungutan Retnbusi Daerah, 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Ta ta C a r a Pemer i ksaan di bidang Retribusi Daerah; 



20 Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang 
Ruang Lingkup dan jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan 
Daerah Tingkat II; 

2 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 tahun 2003 
tentang Struktur Organisasi dan Ta ta Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Rote Ndao. 

Dengan persetujuan 
D E W A N P E R W A K I L J \  R A K Y A T D A E R A H 
: ] '• K A B U P A T E N R O T E NDAO 

M E M U T U S K A N : 

pkan : P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO T E N T A N G 
R E T R I B U S I IZIN T R A Y E K 

•BAB I 
K E T E N T U A N UMUM 

Pasa l 1 

Peraiuran Daera\^ ini yang d imaksud dengan : 
ferah adaiah Kabupaten Rote Ndao 
fnerintah Daerah adaiah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao 
" aia Daerah adaiah Bupati. 
jabat adaiah Pegawa i yang 6\ber'\s tertentu dibidang retribusi daerah sesua i 
ngan peraturan Perundang - undangan daerah yang berlaku. 
dan adaiah suatu bentuk badart usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan 
mandlter, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan name 
n bentuk apapun, persekutuan, Firma, Kongsi , Koperasi , Yayasan, atau Organisasi 
ng sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha. atau tetap serta bentuk badan usaha 
inya. 
gkutan penumpang umum adaiah kendaraan bermotor yang disediakan untuk 
'ergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 
ayek adaiah l intasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan 
6bil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asai dan tujuan 
'rjalanan tetap. Lintasan tetap dSn jadwal tetap m.aupun tidak berjadwal dalam wilayah daerah 
in Trayek adaiah \z\n yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan 
indaraan umum dalam trayek tetap dan tertentu. 
in Insidentil adaiah tzin yang d\ber\kan kepada perusahaan angkutan yang telah 
emiliki Izin trayek untuk menggunakan kendaraannya menyimpang dan izin trayek 
ang telah dimiliki. 
obil penumpang adaiah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak ~ 
anyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi. baik 
iengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi 
obil Bus adaiah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) 
mpat-duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa 

Wiengkapan pengangkutan bagasi . 
'ngkutan khusus adaiah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh 
mum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang 
arang khusus. 



usi Per is inan tertentu adaiah retribusi a tas kegiatan tertentu adaiah retribusi a tas 
tan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pnbadi 
' badan yang d imaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, 
awasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 
hg, prasarana, sa rana atau fasii itas tertentu guna melindungi kepentingan umuni 
menjaga keiestar ian l ingkungan. 
ibusi Izin Trayek yang selanjutnya dapat disebut retribusi adaiah pembayaran atas 
'erian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan 

jutan penumpang umum pada beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah. 
lb retribusi adaiah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang -
^ngan retnbusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran rethbusi, 
a rethbusi adaiah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
b retribusi untuk memanfaatkan izin trayek. 
t̂ Pendaftaran obyek retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat S P D O R D 
3h surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi 

,.^ajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang 
ibrut Peraturan Perundang - undangan retribusi Daerah, 
t ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan , yang seianjutnya dapat 

.'gkat S K R D adaiah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retnbusi 
g terutang. 
,at Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan , yang selanjutnya dapat 
figkat S K R D K B T , adaiah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah 
busi yang telah ditetapkan, 

,at Ketetapan Retr ibusi Daerah Lebih Bayar , yang selanjutnya dapat disingkat 
RDLB, adaiah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
Ibusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada rethbusi yang terutang atau 
ak seharusnya terutang, 
fat Tagihan Retr ibusi Daerah , yang seianjutnya dapat disingkat S T R D , adaiah surat 
uk melakukan tagihan retribusi dan atau sanks i retribusi dan atau dan atau sanks i 
ministrasi berupa tDungan dan atau denda. 
rat Keputusan Keberatan adaiah surat keputusan atas keberatan terhadap S K R D 
ij dokumen lain yang dipersamaan, S K R D K B T dan S K R D L B yang diajukan oleh wajib 

ribusi. 
menksaan adaiah serangka ian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 
'ngelolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan 
menuhan kewaj iban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Peraturan Perundang -
'dangan retribusi Daerah . 
enyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adaiah serangkaian tindakan yang 
lakukan oleh penyidik Pegawa i Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, 
tuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 

dana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

B A B II 
K E T E N T U A N P E R I Z I N A N 

P a s a l 2 

Setiap mobil penumpang atau mobil bus yang seluruh kegiatan operasinya 
diwiiayah Kabupaten Rote Ndao atau melakukan kegiatan angkutan perkotaan/ 
pedesaan pada Trayek tetap dan teratur harus mendapat izin terlebih dahulu dan 
Bupati Kepala Daerah. 

Izin tersebut pada ayat (1) pasa l ini dibehkan atas permohonan pengusaha yang 
bersangkutan sesua i dengan ketentuan dan syarat - syarat yang telah ditetapkan, 

) Permohonan izin trayek dapal diterima atau ditoiak selambat- lambatnya dalam 
waktu 14 (empat belai;) hari kerja. 

4 



P a s a l 3 

P a s a / 4 

a waktu ber/a/unya /2/n Insidentil adaiah sekali perjalanan. 

BAB ill 

NAMA, OSYEK DAN SUBYEK RETRIBUSi 

P a s a l 5 t 

nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian 
.ayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan 
^pang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seiuruhnya berada dalam 
h Daerah. 

P a s a l 6 

•retribusi adaiah pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan penumpang 
'pada satu atau beberapa trayek tertentu yang seiuruhnya berada dalam wilayah 

P a s a l 7 

'retnbusi adaiah orang atau badan yang mendapat izin trayek, 

B A B IV 
G O L O N G A N R E T R I B U S I 

P a s a l 8 

ijzin Trayek digolongkan sebagai. retnbusi penzman tertentu. 

B A B V 
C A R A M E N G U K U R T I N G K A T P E N G G U N A A N J A S A 

P a s a l 9 

•penggunaan j a s a diukur berdasarkan jumlah seat yang diberikan dan jenis 

fi umum penumpang. 

B A B VI 
P R I N S I P DAN S A S A R A N DALMVl P E N E T A P A N 

S T R U K T U R DAN B E S A R N Y A T A R I F 

, ' P a s a l 10 

nsip dan sasa ran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retnbusi d idasarkan 
a tujuan menutup sebagian atau s a m a dengan biaya penyelenggaraan pembehan 
•trayek. 

^ SeteqS\rr\ona CimaV̂ SUCi oada av^t ['^) pasal ini meiipuli Komponen biaya survei 
dan biaya transportasi dalam angka pengendalian dan pengawasan. 



B A B VII 
S T R U K T U R DAN B E S A R N Y A T A R I F R E T R I B U S I 

P a s a l 11 

ruktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya 
,.gkut. 
fruktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek sebaga imana dimaksud ayat ( I ) adaiah 
'bagQ\t • 

• Mobil Mini B u s Umum dengan kapas i tas kurang dari 12 tempat duduk, sebesar 
•Rp. 50.000,- (L ima puluh hbu rupiah) 

jMobil B u s Umum dengan kapas i tas 1 3 - 1 7 tempat duduk. sabesa r Rp. 70.000.-
••(Tujuh puluh hbu rupiah) 

- Mobil B u s Umum dengan kapas i tas 24 - 40 tempat duduk, sebesar Rp. 80.000.-
' (Delapan puiuh hbu rupiah) 

•-Mobil B u s Umum dengan kapas i tas 24 - 40 tempat duduk, sebesar Rp, 90.000,-
' (Sembi lan puluh ribu rupiah) 
("uktur dan besarnya tarif izin insidentil sebaga imana dimaksud pada pasal 1 Dutir 
' Peraturan Daerah ini s e b e s a r : 

„ Rp 5 000 (L ima puluh ribu rupiah) sekal i perjalanan untuk trayek pedesaan, 
^Rp 15,000 (L ima belas ribu rupiah) sekal i perjalanan untuk trayek angkutan Kota 
dalam Kabupaten. 

• Rp. 25.000 (Dua puluh lima hbu rupiah) sekal i perjalanan untuk trayek angkutan 
: Kota dan Propinsi. 

B A B VIII 
W I L A Y A H P E M U N G U T A N 

P a s a l 12 

;i yang terutang dipungut diwiiayah daerah tempat izin trayek dibehkan. 

B A B IX 
M A S A R E T R I B U S i DAN S A A T R E T R I B U S I T E R U T A N G 

P a s a l 13 

itribusi adaiah jangka waktu yang lama 1 (Satu) tahun. 

I ' P a s a l 14 

"Utangnya retribusi adaiah pada saat diterbitkannya S K R D atau dokumen lain yang 
hakan. 

B A B X 
S U R A T P E N D A F T A R A N 

P a s a l 15 

jjib retnbusi wajib mengisi S P D O R D 
pORD sebaga imana dimaksud pada ayat ( I ) pasal ini harus diisi dengan je las, 
[ar dan lengkap ser ta ditandatangani oleh wajib rethbusi atau kuasanya , 
ituk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian S P D O R D sebagaim.a-'ia 
laksud pada ayat (1) pasa l ini ditetapkan oleh Bupati. 



B A B XI 
P E N E T A P A N R E T R I B U S I 

P a s a l 16 

j d a s a r k a n S P D O R D sebaga imana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan 
ribusi terutang dengan menerbitkan S K R D atau dokumen Iain yang d ipersamakan. 
abila berdasarkan hasil pemer iksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang 
mula belum terutang yang menyebabkan penambahan retribusi yang terutang, maka 
-eluarkan S K R D K B T , 

entuk, isi dan tata cara penerbitan S K R D atau dokumen lam yang d ipersamakan 
[bagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan S K R D K B T sebagaimana dimaksud 
'da ayat (2) ditetapkan oieh Bupati, * 

B A B XII 
T A T A C A R A P E M U N G U T A N 

P a s a l 17 

mungutan Retribusi tidak dapat diborongkan 
ribusi dipungut dengan menggunakan S K R D atau dokumen lam yang dipersamakan. 
n S K R D K B T , 

B A B Xll l 
S A N K S I A D M I N I S T R A S I 

P a s a l 18 

; hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, 
kan sanks i administrasi berupa bungan sebesar 2 % (dua persen) 'set iap bulan dan 
si yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan S T R D , 

B A B X IV 
T A T A C A R A P E M B A Y A R A N 

P a s a l 19 

.fembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekal igus, 
fetribusi yang terutang dilunasi selambat- lambatnya 15 (lima belas) hari sejak 
erbitkannya S K R D atau dokumen lain yang d ipersamakan, S K R D K B T dan S T R D 
.a Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retnbusi diatur dengan 
putusan Bupati, 

B A B X V 
T A T A C A R A P E N A G I H A N 

P a s a l 20 

f̂etnbusi terutang berdasarkan S K R D atau dokumen lam yang d ipersamakan, 
j K R D K B T strd, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi 
mg harus dibayar betambah. yang tidak atau kurang dibayar oieh wajib retribusi 

apat ditagih melalui E a d a n Urusan Piutang dan Leiang Negara ( B U P L N ) , 
'enagihan retribusi melalui B U P L N d i laksanakan berdasarkan peraturan perundang-
ndangan yang berlaku. 



B A B XVI 
K E B E R A T A N 

Pasa l 21 

ajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang 
tunjuk atas S K R D atau dokumen lain yang d ipersamakan, S K R D K B T , dan S K R D L B , 
eberatan diajukan s e c a r a tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai, a lasan-
f san yang je las. 
^lam hal wajib retnbusi mengajukan keberatan atas ketetapan retnbusi, wajib 
-Inbusi harus dapat membuktikan ket idakbenaran ketetapan retribusi tersebut. 
beratan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua),bulan sejak tanggal 
RD atau dokumen lain yang d ipersamakan tertentu dapat mengajukan bahwa 

;hgka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya . 
'eberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebaga imana dimaksud pada ayat (2) 
an (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan, 
engajuan keberatan tidak menunda kewaj iban membayar rethbusi dan pe laksanaan 
.enagihan retnbusi. 

P a s a l 22 

upati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal sura l keberatae 
iterima harus membeh keputusan atas keberatan yang diajukan 
..eputusan Bupati a tas keberatan dapat berupa menerima seiuruhnya atau sebagian 

enolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang, 
,„pabila jangka waktu sebaga imana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati 
dak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap 
ikabulkan. 

B A B XVI I 
P E N G E M B A L I A N K E L E B I H A N P E i M B A Y A R A N 

P a s a l 23 

tas kelebihan pembayaran retnbusi, wajib rethbusi dapat mengajukan permohonan 
engembalian kepada Bupati. 
upati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya 
ermohonan kelebihan pembayaran retribusi sebaga imana dimaksud pada ayat (1), 
arus membenkan keputusan. 

"pabila jangka waktu sebagatmana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati 
idak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan rethbusi 
ianggap dikabulkan dan S K R D L B harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 
^atu) bulan, 
'pabila wajib rethbusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran 
bthbusi sebaga imana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
elunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. 
engembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya S K R D L B . 
pabila pengembalian kelebihan pembayaran rethbusi di lakukan setelah lewat jangka 
"aktu 2 (dua) bulan, Bupati membehkan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) 
ebulan atas ketehambatan pembayaran kelebihan rethbusi. 
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( P a s a i 24 

Permohonan pengembal ian kelebihan pembayaran retnbusi diajukan s e c a r a tertulis 
kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan ; 
a. Nama dan aiamat wajib retribusi 

^ b. Masa retribusi 
; c. Besa rnya kelebihan pembayaran. 
1 d. A lasah yang singkat dan je las 
) Permohonan pengembal ian kelebihan pembayaran retnbusi d isampaikan seca ra 
; langsung atau melalui P o s tercatat. 
\i pener imaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan 

bukti saat permohonan diterima oleh Bupati. 

P a s a l 25 

Pengembal ian kelebihan rethbusi di lakukan dengan menerbitkan surat pehntah 
membayar kelebihan retribusi. 
Apabila kelebihan pembayaran rethbusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, 
sebagaimana d imaksud dalam pasal 20 pembayaran di lakukan dengan cara 
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

B A B XVII I 
P E N G U R A N G A N , K E R I N G A N A N DAN 

P E M B E B A S A N R E T R I B U S I 

P a s a l 26 

. Bupati dapat member ikan pengurangan, ker inganan dan pembebasan retribusi 
Pemberian Pengurangan atau ker inganan rethbusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dengan memperhat ikan kemampuan wajib retribusi, antara lam untuk mengangsur 
Pembebasan retribusi sebaga imana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan 
kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan 
atau kerusuhan 

Tata cara pengurangan, ker inganan dan pembebasan retribusi ditetapkan oieh Bupati 

B A B X i X 
K A D A L U A R S A P E N A G I H A N 

P a s a l 27 

Hak untuk melakukan penagihan retribusi. kadaluarsa setelah melampaui jangka 
'.'.aktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib 

'relribusi melakukan tindak pidana dibidang rethbusi, 
'Kadaluarsa penagihan retribusi sebaga imana dimaksud pada ayat (1) tertangguh 
apabila : 
'a, Diterbitkan Surat Teguran atau 
b, Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak 

langsung. 



i. B A B X X 
K E T E N T U A N P I D A N A 

P a s a l 28 

jib rstribusi yang tidak nnelaksanakaan kewaj ibannya sehingga merugikan 
uangan Daerah diancam- pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
ling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang. 
ndak Pidana yang d imaksud pada ayat (1) adaiah pelanggaran. 

B A B X X I 
P E N Y I D I K A N 

i 
i • P a s a l 29 

enyidik Pegawa i Negeri Sipil adaiah Pejabat Penyidik Pegawai Negen Sipil tetlentu 
ilinkungan Pemehntah Daerah diben • wewenang khusus sebagai Penyidik untuk 
elakukan penyidikan tindak Pidana Perpa jakan Daerah atau retnbusi Daerah 

ebagaimana d imaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
cara Pidana 

'ewenang Penyidik sebaga imana dimaksud pada ayat (1) adaiah : 
Menerima, mencar i . mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan agar keterangan 
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan je las. 

.5. Meneliti, mencar i dan mengumpulkan keterangan mengenai orang phbadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak 
pidana perpajakan daerah tersebut. 

c, Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pnbadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah, 

d. Memenksa buku - buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen laui serta 
melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut, 

.e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukaan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti 
tersebut. 
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pe laksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana dibidang perpajakan Daerah. 

.g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada 
saat pemehksaan sedang berlangsung dan memehksa identitas orang atau 
dokumen yang dibawah sebaga imana dimaksud pada huruf e. 

h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. 
i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipenksa sebagai tersangka/ saksi. 
j . Menghentikan penyidikan, 
k, Melakukan t indakan lain yang pehu untuk kelancaran penyidikan tindak ptdana 

dibidang perpajakan Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan, 
Penyidik sebaga imana dimaksud pada ayat (1) membehtahukan dimulainya 

idikan 
dan menyampaikannya kepada penuntut umum sesua i dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Aca ra P idana. 

B A B XXI I 
K E T E N T U A N P E N U T U P 

P a s a l 30 

Hal - hal yang belum diatur dalam peraiuran daerah ini, sepanjang mengenai 
pe laksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati; 
Dengan diber lakukannya Peraturan Daerah mi maka sega la ketentuan yang 
mengatur tentang retribusi izin trayek dinyatakan tidak berlaku lagi. 

10 



P a s a l 31 

lian Daerah im mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
etiap orang dapat mengetahumya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah 
*^an penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao, 

D i te tapkaad 
p ^ d ^ a n d 

B a ' a 

T IAN-NEHEMIA DitrLAK 

angkan di B a ' a 
vtajagg^al 18 Jun i 2004 

p < R E t A f e [ S D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 

:-u^..':i3c5fvfjNGGus W E L K I S 

' A R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO T A H U N 2004 
"OR 025 S E R I C N O M O R 008 

I 

I I 



P E N J E L A S A N 
A T A S 

P E R A T U R A N DAERAH 
K A B U P A T E N R O T E NDAO 
N O M O R 25 T A H U N 2004 

T E N T A N G 
R E T R I B U S I IZIN T R A Y E K 

U M U M 

Pe laksanaan Undang - undang Nomor 22, Tahun 1999 tentang 
Pemenntahan Daerah mengisyratkan perlu melakukan penataan sumber -
sumber Pener imaan Daerah sesua i dengan kewenangan yang ditetapkan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Pemenntah Propinsi sebagai Daerah 
Otonom. Dengan ber lakunya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan a tas U n d a n g - u n d a n g Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retr ibusi Daerah, maka set iap Peraturan yang mengatur 
tentang Pa jak Daerah dan Retnbusi Daerah harus sesuat dengan Undang -
undang dimaksud. 

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan Di jwan 
Perwaki lan Rakya t Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan 
Daerah Kabupaten R.ote Ndao tentang Rethbusi Izin Trayek 
Pasa l demi pasa l 

P a s a j 1 sampai dengan P a s a l 31 : cukup je las. 

TAMBAHAN L E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 029. 


